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KEMENKEU. Impor Barang Kegiatan Usaha Hulu

Minyak Dan Gas Bumi. Pembebasan Bea Masuk.

Tidak Dipungut Pajak.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217/PMK.04/2019
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan produksi minyak dan gas
bumi nasional, perlu memberikan insentif fiskal berupa
pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam
rangka impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi;

bahwa pemberian insentif fiskal untuk kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi, telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2005 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak
Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas
Bumi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk
atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi serta Panas Bumi;

bahwa untuk lebih mendukung dan meningkatkan
pelayanan, meningkatkan tertib administrasi, menjamin

kepastian hukum dalam kegiatan usaha hulu minyak
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Mengingat

dan gas bumi, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut
pajak dalam rangka impor untuk kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, Pasal 26E Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi
yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak
Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan
Kontrak Bagi Hasil Gross Split, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea
Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan
Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas



Menetapkan
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Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6066);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6172);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan
negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja
Sama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
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10.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu bentuk
Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu
berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa
mekanisme pengembalian biaya operasi.

Operasi Perminyakan adalah kegiatan Eksplorasi,
Eksploitasi, pengangkutan sampai dengan  titik
penyerahan, penutupan dan peninggalan sumur (plug
and abandonment), serta pemulihan bekas penambangan
(site restoration) minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan
pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan
penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari
Eksplorasi dan Eksploitasi.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh
informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan
dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas
bumi di wilayah kerja yang ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah
kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan
penyelesaian sumur, pembangunan sarana
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan, untuk
pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di
lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Produksi Komersial adalah saat dimulainya penjualan
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sampai dengan
berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah
hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan
Eksplorasi dan Eksploitasi.

Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap
yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan
Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan
Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana yang
melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang
minyak dan gas bumi.

Penyedia Barang (Vendor) adalah perusahaan yang
ditunjuk oleh Kontraktor sebagai penyedia barang impor

berdasarkan kontrak untuk melakukan pengadaan
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12.
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15.
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barang impor.

Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem
integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik
dan berbasis web.

Sistem Indonesia National Single Window yang
selanjutnya disebut Sistem INSW adalah Sistem
Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau
informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen
kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen
perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan,
dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau
impor, yang menjamin keamanan data dan informasi
serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem
internal secara otomatis.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya
disebut Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama
adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang

Kepabeanan.



